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ABSTRAK 

Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk 

memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui, melindungi, dan 

menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan dimata 

hukum. Mengenai Bantuan Hukum yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pihak-pihak turut serta dalam menjalankan Undang-

Undang ini, antara lain Penerima dan Pemberi Bantuan Hukum. Siapa itu Penerima Bantuan 

Hukum diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Siapa itu 

Pemberi Bantuan Hukum diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tentang Bantuan 

Hukum. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Pendekatan masalah 

menggunakan Statue Approach. Rumusan masalah yang diangkat yaitu Pertama, Apa Hak dan 

Kewajiban Penerima dan Pemberi Bantuan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2011 tentang Bantuan Hukum sudah berjalan baik di Pengadilan. Kedua, Apa kendala dan upaya 

yang di hadapi Pengadilan dalam menjalanlan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang 

Bantuan Hukum.  

Hasil penelitian yang Pertama mengenai hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum 

diatur dalam Pasal 12-13 Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, sedangkan hak dan 

kewajiban Pemberi Bantuan Hukum diatur dalam Pasal 9-10 Undang-Undang tentang Bantuan 

Hukum. Hal ini belum dapat diterapkan maksimal di Pengadilan karena Penerima Bantuan 

Hukum masih terabaikan kepentingannya, mereka juga belum mengetahui dan kurang mendapat 

sosialisasi dari instansi hukum terkait aturan hukum ini dan minimnya sarana dan prasarana. 

Kedua, Kendala yang dihadapi Pengadilan dalam menjalankan Undang-Undang Bantuan Hukum 

yaitu masih ada Pencari Kedilan yang mendatangi Posbakum guna meminta pertolongan bantuan 

hukum namun tidak sesuai domain wilayah, masih adanya pembebanan biaya administrasi 

fotokopi kepada Penerima dan Pemberi Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum terkadang 

masih menuntut kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk segera menyelesaikan masalah hukum 

yang dihadapi namun hal ini tidak bisa serta merta karena ada mekanisme yang harus dilalui, 

Pencairan dana yang menjadi hak Pemberi Bantuan Hukum diterima tidak penuh karena harus 

dipotong biaya administrasi di Pengadilan. 

Kata kunci : Bantuan Hukum, Pengadilan, Undang-Undang. 





ABSTRACT 

Implementation of legal aid to citizens in an attempt to meet as well as the 

implementation of state laws that recognize, protect and guarantee the rights of citizens will 

need access to justice and equality before the law. 

Regarding the Legal Aid in Indonesia are regulated in Law Number 16 of 2011 on 

Legal Aid. The parties participating in the running of this Act, among others Recipients and 

Legal Aid. Who's that Legal Aid Recipients set forth in Article 1 paragraph (2) of the Law on 

Legal Aid. Who the Legal Aid provided for in Article 1 paragraph (3) of the Law on Legal 

Aid. 

The method used is normative. The Approach to the problem using the Approach of 

Legislation. The formulation of the issues raised, namely First , What Rights and Obligations 

Recipient Legal Aid and Legal Aid according to Law No. 16 of 2016 on Legal Aid has been 

running well in court. Secondly , What are the constraints and efforts in the face of the Court 

in implementing the Act No. 16 of 2011 on Legal Aid. 

First results of research regarding the rights and obligations of Legal Aid Recipients 

set forth in Article 12-13 of the Law on Legal Aid, while the rights and obligations of Legal 

Aid provided for in Article 9-10 of the Law on Legal Aid. It can not be applied optimally in 

court because they neglected Legal Aid Recipients interests, they also do not know and lack 

of socialization of legal institutions related to the rule of law and the lack of facilities and 

infrastructure. Second, the constraints faced by the Court in implementing the Law of Legal 

Aid is Justice Hunter Kedilan who came Posbakum to ask for help legal assistance but does 

not match the domain region, still charging of administration fees photocopy to the Receiver 

and Giver of Legal Aid Recipients Legal Aid sometimes still demand that the Legal Aid to 

quickly resolve legal problems, but it can not necessarily because there are mechanisms that 

must be passed, Disbursements are entitled Legal Aid is not fully accepted because they have 

cut administrative costs in court. 

Keywords: Legal Aid, Courts, Law. 



BAB IV 

PENUTUP 

1. KESIMPULAN 

1. Hak dan Kewajiban Penerima bantuan Hukum diatur dalam Pasal 12-13 Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum  dan Hak dan Kewajiban 

Pemberi bantuan hukum diatur dalam Pasal 9-10 Undang Nomor 16 Tahun 2011 

tentang Bantuan Hukum, terkait kedua hal tersebut belum dapat secara maksimal dan 

optimal diterapkan di Pengadilan Negeri Surabaya dikarenakan Penerima Bantuan 

Hukum masih terabaikan kepentingannya, karena mereka tidak mengetahui terkait 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini serta mereka 

kurang mendapat sosialisasi dari instansi hukum terkait dan masih minimnya sarana 

dan prasarana. 

2. Kendala yang di hadapi Pengadilan Negeri Surabaya yaitu banyak para pencari 

keadilan diluar wilayah Kota Surabaya datang meminta pertolongan bantuan hukum 

di Posbakum Pengadilan Negeri Surabaya padahal bukan ranah dan atau wilayah dari 

Posbakum Pegadilan Negeri Surabaya, ketika para klien maupun advokat sedang 

mengurus administrasi di kepaniteraan baik perdata maupun pidana sering dimintai 

sejumlah uang yang alasannya sebagai pengganti biaya foto kopi padahal dalam 

Pasal 226 ayat (2) KUHAP mengatakan bahwa salinan putusan segera diberikan 

kepada terdakwa atau penasehat hukumnya setelah putusan di ucapkan, dan salinan 

putusan diberikan secara cuma-Cuma, para klien yang sedang bermasalah dengan 

hukum dan sedang di damping Advokat dari Posbakum kebanyakan para klien 

tersebut tidak sabar dalam hal menunggu, baik dalam hal penetapan atau mengenai 



sita menyita, mereka menginginkan semuanya serba cepat padahal semuanya harus 

sesuai dengan mekanisme yang ada, mengenai pencairan dana perkara untuk OBH 

atau Advokat tidak sepenuhnya hak mereka itu diperoleh karena Pencairan dana 

untuk mereka di potong biaya administrasi baik itu dikendalikan oleh Pengadilan 

Negeri maupun Kemenkumham. 

2.   SARAN 

1. Diharapkan Pengadilan Negeri Surabaya dapat menerapkan Undang-Undang Nomor 

16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan maksimal dengan melakukan 

sosialisasi terhadap masyarakat luas secara, periodik, dan bekerja sama dengan 

instansi hukum lainnya agar Pelaksanaan Undang-Undang ini bisa lebih baik dan 

optimal. 

2. Terkait kendala dan upaya dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 

2011 tentang Bantuan Hukum pasti ada di setiap Pengadilan Negeri di Indonesia 

termasuk di Pengadilan Negeri Surabaya namun diharapkan kendala itu dapat 

diminimalisir dengan saling dilakukan kerja sama yang baik antara Pihak di 

Pengadilan Negeri, Masyarakat, dan upaya demi pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dapat dilakukan secara maksimal 

sehingga bermanfaat pada masyarakat luas dalam, Perlu diterapkan standar kualitas 

dan penjaminan mutu untuk menjaring atau menyeleksi pihak ketiga untuk kerjasama 

pemberian layanan posbakum pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar nantinya, pihak 

ketiga yang memberikan layanan benar-benar qualified dan memenuhi standar 

minimum pemberian layanan posbakum yang baik. Akan sangat riskan bila orang-

orang yang nantinya duduk di meja posbakum ternyata tidak memiliki kecakapan 



yang mumpuni untuk memberikan layanan hukum yang memenuhi standar. Kita 

tentu tidak menginginkan gugatan atau permohonan yang diajukan Penggugat / 

Pemohon mental (tidak diterima/Nietonvankelijkeverklaard) di persidangan hanya 

karena kesalahan perumusan gugatan/permohonan yang dibuat oleh Posbakum 

Pengadilan. 
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